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RINGKASAN

Akuntabilitas publik diartikan sebagai kewajiban pemerintah untuk
memberikan pertanggungjawaban dan mengungkapkan segala kegiatan yang
menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat, seiring dengan munculnya
tuntutan dari masyarakat untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban
publik maka diperlukan audit sektor publik khususnya audit kinerja serta
diperlukannya pengawasan fungsional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
gambaran audit kinerja terhadap akuntabilitas publik, dan pengawasan fungsional
sebagai variabel moderating pada SKPD di Pemerintah Kota Ponorogo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei kuesioner. Unit
analisis dalam penelitian ini adalah SKPD di Pemerintah Kota Ponorogo yang
berjumlah 125 responden. Pengujian statistik yang digunakan adalah perhitungan
asumsi klasik, analisis regresi sederhana, analisis regresi berganda, analisis
korelasi, koefisien determinasi, uji hipotesis dan juga menggunakan aplikasi SPSS
16 for windows.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat
antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik dengan pengawasan fungsional
sebagai variabel moderating. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan
bahwa secara bersama-sama audit kinerja dan pengawasan fungsional
memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (akuntabilitas publik) sebesar
10,5% sedangkan sisanya 89,5% dipengaruhi faktor lain seperti pelayanan publik,
kualitas informasi keuangan, dan manajerial.

Kata kunci : Akuntabilitas Publik, Audit Kinerja, Pengawasan Fungsional
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perubahan pada sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi
mendorong perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban,
maka dalam era otonomi daerah sekarang ini daerah diberikan kewenangan
mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah
pusat, pemberian otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Penyelenggaraan otonomi
daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan selalu memperhatikan kepentingan-kepentingan dan aspirasi yang tumbuh
dalam masyarakat. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat menciptakan
efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas
pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan dan menciptakan
ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.
(Mardiasmo, 2002).

Hal ini muncul sebenarnya sebagai akibat dari perkembangan proses
demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. Dengan
demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan good governance ini
dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih

akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui



pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan
pemerintah.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk
memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan
demikian, laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi
kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian,
berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai wujud akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara, maka komponen laporan yang disajikan setidak-
tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan (statutory reports).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pada tahun 2001 memunculkan
jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintah Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah akan dapat memberikan
kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada
pemerintah daerah secara proporsional. Dalam hal ini terdapat tiga jenis
pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan
pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan
pembantuan, dan (3) pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja
daerah (APBD). Sementara ditingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban
keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan

belanja negara (APBN).



Saat ini di Indonesia sedang dilakukan persiapan penyusunan suatu standar
akuntansi pemerintahan yang lebih baik serta pembicaraan yang intensif mengenai
peran akuntan publik dalam memeriksa keuangan negara maupun keuangan
daerah. Namun tampak bahwa akuntabilitas pemerintahan di Indonesia masih
berfokus pada sisi pengelolaan keuangan negara atau daerah.

Memasuki era reformasi, masyarakat di sebagian besar wilayah Indonesia,
baik di propinsi, kota maupun kabupaten mulai membahas laporan
pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing dengan lebih seksama.
Beberapa kali terjadi pernyataan ketidakpuasan atas kepemimpinan kepala daerah
dalam melakukan manajemen pelayanan publik maupun penggunaan anggaran
belanja daerah. Melihat pengalaman di negara-negara maju, ternyata dalam
pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan
tidak dapat dipenuhi hanya oleh informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu
lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis,
efisien dan efektif.

Prinsip akuntabilitas ini sudah banyak diterapkan di sektor publik guna
mewujudkan tata kelola yang baik. Ruang lingkup akuntabilitas tidak saja pada
bidang keuangan, tetapi meliputi, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas hukum,
akuntabilitas program, akuntabilitas proses dan akuntabilitas hasil. Dalam hal
ini,tuntutan  akuntabilitas  publik  mengharuskan  penekanannya pada
pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertical.
Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri

atas berbagai dimensi.



Ellwood (1993) dalam Boy dan Siringoringo (2009) menjelaskan terdapat
empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik,
yaitu akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses,
akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak saja
menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut
pengelolaan keuangan dan kualitas output.

Audit sektor publik merupakan audit yang dilakukan terhadap entitas
sektor publik seperti pemerintahan, BUMN/BUMD, yayasan, partai politik,
badan/lembaga amil zakat, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial
kemasyarakatan dan lembaga/organisasi/badan hukum lain yang dananya
bersumber dari masyarakat. Secara teknik, audit sektor publik adalah sama saja
dengan audit pada sektor swasta. Jenis-jenis audit terdiri dari audit keuangan
(financial audit), audit kinerja (performance audit), dan audit investigasi (special
audit).

Audit yang dilakukan pada sektor pemerintah tidak hanya terbatas pada
audit atas laporan keuangan dan audit dengan tujuan tertentu, namun perlu
diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja pemerintah tersebut. Audit
Kinerja menurut UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 4 (3) yaitu pemeriksaan kinerja adalah
pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan
aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.

Audit Kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan

kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang



diaudit. Audit kinerja meliputi audit atas aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
yang pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan
dan prosedurnya, yang membedakan antara audit kinerja dengan audit lainnya
adalah dalam hal laporan audit. (Mardiasmo 2002)

Menurut Supardi dan Wiarty (2010) dalam audit keuangan, hasil audit
adalah berupa pendapat (opini) auditor secara independen dan obyektif tentang
kewajaran laporan keuangan sesuai dengan Kriteria standar yang ditetapkan tanpa
pemberian rekomendasi perbaikan. Sedangkan dalam audit kinerja, audit tidak
hanya sekedar menyampaikan kesimpulan berdasarkan tahapan audit yang telah
dilaksanakan akan tetapi dilengkapi dengan rekomendasi untuk perbaikan di masa
mendatang.

Menurut Kalangi (2012) menyebutkan bahwa komponen akuntabilitas dan
administrasi publik memiliki peran penting dalam hal layanan publik. Audit
kinerja berguna sebagai alat manajemen, terutama untuk memahami proses
penetapan tujuan dari pemerintah daerah, dan hasil audit dapat meningkatkan
Kinerja pemerintah daerah.

Kemampuan mempertanggungjawabkan (akuntabilitas) dari sektor publik
pemerintah sangat tergantung pada kualitas audit sektor publik. Tanpa kualitas
audit yang baik, maka akan timbul permasalahan, seperti munculnya kecurangan,
korupsi, kolusi dan berbagai ketidakberesan di pemerintahan. Kualitas audit sektor
publik dipengaruhi oleh kapabilitas teknikal auditor serta independensi auditor
baik secara pribadi maupun kelembagaan. Untuk meningkatkan sikap

independensi auditor sektor publik, maka kedudukan auditor sektor publik harus



terbebas dari pengaruh dan campur tangan serta terpisah dari pemerintah, baik
secara pribadi maupun kelembagaan.

Menurut Rahayu (2011) menyebutkan bahwa pada pemerintah daerah
terdapat aparat pengawasan fungsional intern pemerintah kabupaten atau kota
yang membantu pimpinan pemerintah dalam melakukan pengawasan apakah
kegiatan yang dilakukan oleh aparatnya sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran
dan program yang ditentukan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan melalui
pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengusutan berbagai  aspek
penyelenggaraan pemerintah (PP No. 20 Tahun 2001). Untuk melaksanakan
fungsi-fungsi tersebut aparat pengawasan fungsional dapat menggunakan berbagai
tipe audit pemerintahan. Aparat pengawasan fungsional intern pemerintah terdiri
dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal,
Unit Pengawasan LPND, dan Inspektorat Wilayah. Peran aparat pengawasan
fungsional pemerintah benar-benar dapat mendukung dan mendorong proses
terwujudnya good governance dalam pelaksanaan pemerintah dan pembangunan.
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang
baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan.

Selain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satu instansi yang
melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah Inspektorat
Daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan Kkegiatan
pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala

daerah (Rahayu, 2011).



Instansi ini melakukan pengawasan terhadap aktivitas pemerintah daerah,
termasuk kecamatan, kelurahan atau desa selain itu juga melakukan pengawasan
terhadap tugas departemen dalam negeri di kabupaten atau kota (Rahayu, 2011).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2011) ,menemukan bahwa
audit kinerja dan pengawasan fungsional secara parsial dan bersama-sama
(simultan) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap akuntabilitas
publik pada Pemerintahan Kota Bandung.

Sadeli (2008) dalam penelitiannya tentang profesionalitas aparat
pengawasan fungsional intern terhadap pelaksanaan audit pemerintahan dan
implikasinya kepada akuntabilitas keuangan instansi pemerintah daerah
menjelaskan bahwa profesionalitas aparat pengawasan fungsional intern
berpengaruh positif terhadap pelaksanaan audit pemerintahan.

Supardi dan Wiarty (2010) dalam penelitiannya tentang Peranan Audit
Kinerja dalam Menunjang Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Kota Bandung
menjelaskan bahwa peranan audit Kinerja terhadap akuntabilitas publik sebesar
17% dan sisanya yaitu dipengaruhi oleh faktor lain diluar audit kinerja, misalnya
pelayanan publik, kualitas informasi keuangan, manajerial dan pengawasan
fungsional yang akan menunjang akuntabilitas publik.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh  Wulandari (2013)
menyatakan bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan positif
terhadap akuntabilitas publik. Sehingga dengan adanya pengawasan fungsional
oleh inspektorat daerah pada khususnya dapat mendorong terwujudnya

akuntabilitas publik yang bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.



Berdasarkan uraian uraian diatas yang telah dilakukan oleh beberapa
peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk menjadikan acuan dalam penelitian
yang akan dilakukan di daerah yang berbeda dengan variabel yang berbeda dan
teknik analisis data yang berbeda.

1.2. Rumusan Masalah

Sejalan dengan jumlah dan latar belakang masalah yang telah diuraikan
diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini
adalah :

1. Bagaimana pengaruh audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas
publik pada SKPD di Pemerintah Kota Ponorogo.

2. Bagaimana pengaruh pengawasan fungsional terhadap audit kinerja sektor
publik dalam mempengaruhi akuntabilitas publik.

1.3. Tujuan dan manfaat penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh audit kinerja sektor publik
terhadap akuntabilitas publik.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan fungsional
terhadap audit kinerja sektor publik dalam mempengaruhi akuntabilitas
publik.

1.3.2. Manfaat penelitian :

1. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu
meningkatkan pemahaman terkait dengan akuntansi sektor publik yang

khususnya tentang audit sektor publik.



2. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendukung pemerintah dalam
penyelenggaraan pemberian informasi mengenai pertanggungjawaban
pemerintah dalam pembangunan.

3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat dijadikan acuan atau

referensi.



